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Abstrak – Tulisan ini membahas bagaimana surat kabar harian membingkai realitas aksi umat Islam. Aksi 

tersebut menarik pemberitaan media massa nasional dan internasional karena melibatkan muslim dalam jumlah 

besar, memiliki kompleksitas persoalan (hukum, politik, agama, dan kepentingan), yaitu kontestasi pemilihan 

gubernur Jakarta 2017. Media terlibat dalam kompleksitas tersebut dan digunakan sebagai instrumen, yaitu 

politik pemberitaan. Kajian ini bertujuan menemukan bingkai surat kabar harian nasional dengan melakukan 

analisis isi kualitatif terhadap surat kabar nasional, yaitu: Kompas, Republika, Suara Pembaruan, dan Media 

Indonesia selama periode November 2016. Dengan menganalisis tajuk rencana mereka, kajian menemukan 

bahwa frame surat kabar di Indonesia berbeda satu sama lain. Frame surat kabar Republika dan Suara 

Pembaruan bahkan saling bertentangan. Republika menganggap aksi umat Islam sebagai respon untuk 

memperoleh keadilan dan hak asasi karena penistaan agama mereka (masalah hukum). Suara Pembaruan 

melihat aksi sebagai masalah politik (pemilihan gubernur DKI Jakarta) yang menggunakan isu agama. Media 

Indonesia melihat aksi juga sebagai masalah politik. Kompas melihat aksi sebagai persoalan agama dan politik. 

Kajian  menyimpulkan bahwa walaupun diharapkan tidak memihak sebagai bagian dari nilai-nilai demokrasi, 

media massa tetap saja memihak dalam isu yang krusial seperti agama. Penelitian ini memberikan pemahaman 

bahwa media umum sekalipun bisa menjadi media partisan pada konteks tertentu. 

Kata Kunci: aksi bela Islam, analisis isi kualitatif, frame, surat kabar nasional  

Abstract – This article deals with how daily newspapers of Indonesia frame reality of the collective action of 

Muslims. That action becomes a magnet for national and international mass media because involving a large 

number of Muslim, and has a problem complexity (legal, politic, religion) and political interests (contestation 

for Jakarta governor). The media gets involved in that complexity because they are harnessed as a political 

instrument, by conducting framing. This study aims to find daily newspaper frame by analyzing the content 

qualitativly. Those newspapers are Kompas, Republika, Suara pembaruan, and Media Indonesia during 

November 2016. By analyzing their editorials, we find that their frames regarding Muslim collective action 

are different to each other. Even, frames of Republika and Suara Pembaruan are contested. Republika regards 

the Muslim action as a respond to get justice and basic right because of their religion blasphemy. Republika 

considers it as a legal issue. Suara Pembaruan views the Muslim action as a political issue (governor election 

of DKI Jakarta), which makes use of religion issue. Media Indonesia sees the action as a political issue as 

well. Kompas regards it as political and religion issue. We conclude that although expected to be impartial –

as part of democratic values, mass media keep in-partiality in crucial issues e.g., religion. This study gives our 

understanding that mass media can be partial in the certain contexts. 

Keywords: action to defend Islam, frame, national newspapers, qualitative content analysis 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi, 

menjamin terlaksananya nilai-nilai demokrasi. Salah 

satunya adalah kebebasan berkeyakinan. Jaminan ini 

dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada 

pasal 28E ayat 1 termaktub: “…setiap orang bebas 

memeluk agama dan beribadat menurut agamanya”. 

Kebebasan berkeyakinan merupakan hak asasi manusia 

yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun 

(non-derogatory). Pasal 29 menyebutkan jaminan 

negara terhadap kemerdekaan tiap-tiap penduduk 

untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk 

beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.  

Oleh karena itu, warga negara Indonesia perlu 

mengembangkan sikap toleransi dan sensitifitas 

terhadap potensi konflik yang muncul dari fenomena 

kebhinekaan seperti suku, agama, ras, golongan, 

afiliasi politik, dan sebagainya. 

Pidato gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja 

Purnama, yang terkenal dengan Ahok di Kepulauan 
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Seribu pada 27 September 2016 yang menyinggung Al-

Quran Surat Al-Maidah: 51 menunjukkan 

ketidaksensitifan terhadap umat Islam dengan 

menggunakan kalimat berikut ini:  

“…dibohongin pake surat Al-Maidah 51. Jadi, 

Bapak-Ibu perasaan gak bisa pilih nih karena 'saya 

takut masuk neraka'...dibodohi” (Channel Berita 

Terkini, 2016). 

Penulis sengaja menggunakan kata ‘tidak sensitif” 

untuk terhindar dari perdebatan penodaan ataukah 

tidak. Ketidaksensitifan ini tercermin dari penggunaan 

kata “dibohongin” dan “dibodohi”. 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai itu sebagai 

penodaan terhadap Al-Quran dan penghinaan terhadap 

ulama dan umat Islam (MUI, 2017). MUI mendapat 

dukungan dari gerakan nasional pengawal fatwa 

(GNPF) yang melakukan rangkaian aksi pada 14 

Oktober 2016, 4 November 2016 (aksi 411), dan 2 

Desember 2016 (aksi 212). Peserta aksi terdiri atas 

organisasi massa pergerakan Islam, lembaga 

pendidikan, elemen pelajar dan mahasiswa, dewan 

keluarga masjid, kelompok majelis ta’lim atau 

pengajian, pondok pesantren (dilaporkan oleh GNPF, 

2017). 

Peristiwa tersebut mendapat liputan dan respon dari 

media massa, baik media cetak, elektronik, maupun 

internet. Banyak penelitian berhasil membuktikan 

bahwa media memaknai realitas atau fenomena sosial 

secara berbeda sesuai dengan skema interpretasi, 

ideologi, dan konteks mereka. Perbedaan pemaknaan 

atau pendefinisian suatu peristiwa ini berimplikasi pada 

perbedaan pada aspek lain, seperti perbedaan penyebab 

masalah, solusi atas masalah (Alper, 2014; Entman, 

2007; Hanson, 1995; Papacharissi, Zizi., Oliveira, 

2008; Yang & Ishak, 2012). 

Tulisan ini membahas mengenai bagaimana media 

massa membingkai realitas Aksi Bela Islam 

(selanjutnya disebut aksi). Kajian ini bertujuan 

menemukan bingkai (frame) yang muncul di media 

massa dalam menyikapi aksi tersebut. Frame yang 

dimaksud mencakup bagaimana media massa 

melakukan identifikasi masalah, menginterpretasikan 

akar penyebab masalah, apa argumen media, dan 

rekomendasi apa yang diajukan oleh media. 

Kajian ini berusaha berkontribusi dalam upaya 

membangun literasi informasi. Literasi dimaksud 

adalah kemampuan menganalisis dan mengevaluasi 

bahwa media bukan yang menyampaikan realitas yang 

objektif melainkan realitas yang subjektif. Penelitian 

ini menunjukkan bahwa media massa yang seharusnya 

-secara normatif- menjaga ketertiban masyarakat dan 

keamanan Negara, namun pada praktiknya media 

menjadi terbelah seperti yang ditunjukkan bagaimana 

mereka melakukan framing. Penyebabnya adalah 

keberpihakan media pada satu masalah berdasarkan 

afiliasi ikatan psikologis (etnis, agama). Ada 

kesenjangan, bagaimana media seharusnya dan 

bagaimana faktanya. 

Informasi yang terus bertambah secara kuantitas 

perlu diimbangi dengan kemampuan analisis informasi, 

tidak hanya mendapatkannya (retrieving). Informasi 

yang bersebaran di media bersifat kontekstual dan sarat 

dengan relasi dengan aspek lain (interplay). Literasi 

informasi seperti ini diperlukan tidak sekedar literasi 

media yaitu bagaimana menggunakan media. 

Fenomena frame media dapat dijelaskan dengan 

Teori Framing yang umum diterapkan dalam penelitian 

bidang ilmu komunikasi atau kajian media (Maher, 

2001) untuk menggambarkan kekuatan teks 

komunikasi (Entman, 1993, p. 51). Efek framing terjadi 

dalam hal penggambaran peristiwa tertentu. Individu 

menekankan pada aspek tertentu yang menyebabkan 

orang lain juga memberikan perhatian pada masalah itu 

(Matthes, 2012). Penerapan framing tidak eksklusif 

bagi ilmu komunikasi saja karena framing bertitik tolak 

dari perspektif ilmu psikologi kognitif dan antropologi 

(Yang & Ishak, 2012). 

Framing adalah proses penyeleksian dan 

penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas agar lebih 

menarik perhatian, dianggap lebih bermakna, dan dapat 

diingat. Realitas begitu kompleks sehingga untuk 

memahaminya perlu disederhanakan dalam kategori 

tertentu. Framing merupakan prinsip seleksi, 

penekanan, presentasi apa yang ada dan terjadi, dan 

lain-lain (Durham, 1998; Entman, 1993; Gitlin, 1980; 

Hanson, 1995). 

Framing bertujuan mempromosikan definisi 

masalah tertentu, evaluasi moral, interpretasi tentang 

faktor penyebabnya, dan rekomendasinya. Ini 

dinyatakan dalam artikel berjudul “Framing: Toward 

Clarification of a Fractured Paradigm”. Berikut 

kutipannya. 

Select some aspects of a perceived reality and make 

them more salient in a communicating text, in such 

a way as to promote a particular problem definition, 

causal interpretation, moral evaluation, and/or 

treatment recommendation for the item described 

(Entman, 1993). 

Framing mengandung empat elemen, yaitu: (1) 

identifikasi atau pendefinisian masalah (problem 
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identification or define problems); (2) diagnosis dan 

interpretasi penyebab masalah (causal interpretation 

and diagnose causes); (3) evaluasi moral (moral 

evaluation or moral judgement); (4) rekomendasi atau 

solusi yang diusulkan.  Definisi Entman ini cocok 

untuk menganalisis pesan tekstual, terutama dalam 

berita, dan menghubungkan frame berita, kausal 

interpretasi, penilaian nilai, dan rekomendasi kebijakan 

terkait dengan pemberitaan (lihat Papacharissi, Zizi., 

Oliveira, 2008). 

Identifikasi masalah merupakan bingkai utama yang 

menekankan bagaimana suatu peristiwa dipahami atau 

didefinisikan. Peristiwa yang sama dapat dipahami 

secara berbeda. Diagnose causes digunakan untuk 

membingkai siapa/apa aktor dari suatu peristiwa atau 

yang menjadi sumber masalah. Karena masalah 

dipahami secara berbeda-beda, penyebab masalah pun 

dipahami secara berbeda pula. 

Moral evaluation dipakai untuk membenarkan atau 

memberikan argumen pada pendefinisian suatu 

peristiwa atau masalah yang dibuat. Pendefinisian atau 

diagnosa peristiwa dan masalah memerlukan 

argumentasi untuk mendukungnya. Treatment 

recommendation dipakai untuk menilai peristiwa atau 

apa yang dikehendaki media untuk menyelesaikan 

masalah tadi. Penyelesaian ini bergantung pada ketiga 

frame sebelumnya (Entman, 1993). 

Berita yang menyampaikan frame antara lain adalah 

tajuk rencana, kickers, subjudul, fotografi, caption foto, 

teras berita (leads). Empat dimensi yang dikaji dalam 

kajian framing adalah: (1) presentasi berita (ukuran dan 

teknik penempatan); (2) topik berita (isu apa yang 

dicakup dalam frame berita); (3) atribut kognitif (aspek 

spesifik atau detil); dan (4) atribut afektif, seperti tone 

gambar (Tankard, 2008; Wong, 2004). 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan analisis isi kualitatif 

(qualitative content analysis). Analisis isi merupakan 

metode yang berpusat pada media (Macnamara, 2006), 

diperkenalkan kali pertama oleh Lasswell (1927) untuk 

mengkaji propaganda (lihat Rogers, 1994). Content 

analysis bisa bersifat induktif dan deduktif; kualitatif 

dan kuantitatif (Elo & Kyngäs, 2008; Marying, 2000) 

untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman atas 

fenomena (Hsieh, 2005). Banyak pengkaji media yang 

membahas masalah qualitative content analysis ini, 

antara lain Smith (2000), Marying (2000), Graneheim 

& Lundman (2004), Hsieh (2005), Forman dan 

Damschroder (2007), Elo dan Kyngäs (2008), Zhang & 

Wildemuth (2009), Schreier (2014).  

Analisis isi kualitatif adalah teknik sistematis dan 

dapat direplikasi untuk menyederhanakan kata-kata 

dalam teks menjadi beberapa kategori berdasarkan 

aturan koding yang jelas (lihat Stemler, 2001; Zhang & 

Wildemuth, 2009). Analisis isi kualitatif menggunakan 

pendekatan yang bersifat directed approach sehingga 

lebih terstuktur ketimbang pendekatan konvensional 

(kuantitatif).  

Peneliti dapat menggunakan teori atau riset 

sebelumnya untuk mengidentifikasi konsep kunci atau 

variabel sebagai kategori koding awal (lihat Hsieh, 

2005). 

Penelitian ini menggunakan konsep framing 

Entman yang mengandung empat elemen: problem 

identification, causal interpretation, moral evaluation, 

dan treatment recommendation (1993). Elemen 

framing tersebut sebagai kategori atau aturan koding 

analisis isi kualitatif ini. 

Elemen ini sesuai dengan struktur unit analisis yang 

dikaji (tajuk rencana), yang memiliki strukur (1) 

pendahuluan - berisi pernyataan masalah, (2) tubuh -

mengekspresikan pendapat media, (3) solusi -

menawarkan solusi atas masalah, dan (4) kesimpulan -

menekankan isu utama (“Structure of an editorial,” 

2017). Analisis isi kualitatif bersifat interpretatif-

subjektif melalui klasifikasi bagian artikel dalam 

proses koding dan identifikasi tema ataupun pola sesuai 

elemen framing (lihat Hsieh, 2005). 

Objek penelitian ini adalah harian Kompas, 

Republika, Suara Pembaruan (selanjutnya disingkat 

SP), dan Media Indonesia (selanjutnya disingkat MI). 

Alasan pemilihan media tersebut adalah karena koran 

tersebut adalah koran nasional yang memberitakan 

masalah aksi bela Islam. Pemberitaan tentang unjuk 

rasa menjadi top issue pada periode 1 September - 14 

Desember 2016 dengan titik kulminasi pada bulan 

November 2016. 

Unit analisis adalah tajuk rencana bulan November 

2016. Tajuk rencana adalah artikel yang 

menyampaikan pendapat media terhadap aksi bela 

Islam. Isu yang menjadi konteks kajian ini memang 

terjadi pada tanggal 4 November 2016, tapi respon 

media terjadi selama November 2016. Koran-koran 

tersebut dipilih secara purposif dengan pertimbangan 

media tersebut adalah media nasional, intensif 

memberikan aksi bela Islam, serta merepresentasikan 

segmen masyarakat tertentu, dimiliki media group 

yang berbeda, afiliasi politik yang berbeda. Media 
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tersebut memberitakan dan memberikan sikap atas aksi 

bela Islam melalui tajuk rencana. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut disajikan hasil penelitian, yaitu frame 

Koran Kompas, Republika, Suara Pembaruan. 

Kompas: Aksi Tidak Berjalan Sesuai Aturan 

Kompas mem-frame aksi sebagai aksi yang tidak 

sesuai aturan. Ia menyikapi aksi dalam dua tajuk 

rencana: “Biarlah Hukum Bicara” (5 November 

2016), dan “Tetaplah di Jalur Hukum” (17 November 

2016). Kedua tajuk rencana itu memunculkan frame 

pengunjuk rasa yang tidak sesuai aturan hukum, 

pemerintah yang akomodatif, dan Ahok yang 

dikorbankan dan dirugikan. Ini dibuktikan dengan 

bagimana Kompas menonjolkan aksi yang berakhir 

dengan kericuhan. Ahok bukan sebagai penyebab aksi. 

Kompas menulis: 

“Basuki dituduh melakukan penistaan agama dalam 

pidatonya di Pulau Seribu” (Harian Kompas, 

2016a). 

Masalah diidentifikasi muncul setelah video yang 

sudah diedit seseorang itu diunggah di media sosial dan 

menjadi viral (Harian Kompas, 2016a). Penyebab 

(causal interpretation) kericuhan adalah pengunjuk 

rasa yang tidak sesuai dengan undang-undang tentang 

penyampaian pendapat di muka umum yang membatasi 

unjuk rasa hingga pukul 18.00. Sepanjang pagi hingga 

perwakilan pengunjuk rasa diterima Wakil Presiden 

(Muhammad Jusuf Kalla), unjuk rasa berjalan damai 

(lihat Harian Kompas, 2016a). 

Kompas menilai pemerintah akomodatif terhadap 

pengunjuk rasa. Kompas memerici sikap pemerintah 

yang akomodatif seperti ditunjukkan dengan (1) 

menemui pengunjuk rasa; (2) mengakomodasi tuntutan 

pengunjuk rasa (penegakan hukum secara cepat dan 

tegas terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif -Basuki 

Tjahaja Purnama- atas dugaan penistaan agama; (3) 

mengadakan pertemuan dengan pemimpin organisasi 

massa Islam di Istana pada 1 November 2016 dan 

menegaskan akan menyerahkan kasus dugaan 

penistaan agama melalui proses hukum (seperti 

dilaporkan dalam tajuk berjudul “Biarlah Hukum 

Bicara,” 2016), (4) meningkatkan status hukum dari 

penyelidikan ke penyidikan, dan penetapan sebagai 

tersangka dugaan kasus penistaan agama. Ini dinilai 

sejalan dengan aspirasi pengunjuk rasa 4 November 

2016 sekaligus membenarkan beberapa kali pernyataan 

Presiden Joko Widodo yang menyatakan, "Tidak akan 

melindungi Basuki" (lihat Harian Kompas, 2016b). 

Kompas merekomendasikan agar: (1) elit politik 

dan tokoh agama menempatkan kepentingan bangsa di 

atas segalanya, bukan sekadar kepentingan kelompok 

atau politik; (2) mendorong penyelesaian jalur hukum 

(Harian Kompas, 2016a). Proses hukum terhadap 

Basuki hendaknya tetap berjalan dalam koridor hukum 

demi tegaknya supremasi hukum. 

“Proses hukum terhadap Basuki hendaknya tetap 

berjalan dalam koridor hukum demi tegaknya 

supremasi hukum. Biarlah polisi menyidik, jaksa 

menuntut, pembela membela, dan hakim 

memutuskan apakah Basuki terbukti menista agama 

atau tidak. Dalam negara demokrasi konstitusional, 

panggung peradilanlah yang punya otoritas 

menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah” 

(Harian Kompas, 2016b). 

Republika: Aksi Adalah Perjuangan Umat Islam 

Untuk Keadilan 

Republika memaknai aksi 411 sebagai perjuangan 

umat Islam untuk keadilan. Ini didukung oleh data 

berupa sikap Republika dalam tajuknya yang 

memandang aksi sebagai upaya memperoleh keadilan, 

hak asasi yang dijamin konstitusi dan harus dihormati. 

Republika menulis: 

“Yang penting, aksi demonstrasi berjalan tertib. 

Republika yakin umat Islam bersikap dewasa, bisa 

menciptakan ketertiban. Aksi terjadi sebagai respon 

umat Islam karena agamanya dinistakan. Sementara 

itu, aparat penegak hukum lambat dalam menangani 

masalah ini. Kasus dugaan penistaan agama adalah 

murni masalah hukum (Harian Republika, 2016a). 

Aksi dibingkai sebagai aksi yang bermartabat 

karena bernuansa relijius seperti dilakukan setelah 

sholat Jumat, sambil ber-sholawat, dalam nuansa 

ukhuwah (persaudaraan), serta nasionalisme seperti 

diberitakan dengan membawa bendera merah-putih.  

Republika meminta aparat keamanan menindak 

tegas provokator atau perusuh yang memiliki tujuan di 

luar aspirasi damai (Harian Republika, 2016). Ulama, 

tokoh muslim, dan seluruh umat Islam sudah 

mempercayakan masalah ini ke aparat penegak hukum. 

Oleh karena itu, mereka harus profesional (Harian 

Republika, 2016). 

Suara Pembaruan (SP): Aksi Adalah Tunggangan 

Aktor Politik 

SP membingkai aksi sebagai tunggangan politik. 

Frame ini dinyatakan dalam beberapa tajuk rencana: 
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“Jaga Keamanan Jakarta”, “Tak Perlu Unjuk Rasa 

Susulan”, “Ungkap Kelompok Makar”, “Kontestasi 

Pilgub Tanpa Isu SARA”, “Jangan Biarkan Garuda 

Tercabik”, “Merayakan Kebhinekaan", “Setelah Unjuk 

Rasa Giliran Hukum Bicara”.  

SP menonjolkan dampak aksi yang menciptakan 

kekhawatiran warga. Aksi dipahami dalam konteks 

politik, yaitu pemilihan gubernur DKI Jakarta. Aktor 

politik menggunakan isu suku, agama, ras, dan 

antargolongan (SARA) untuk menjegal lawan politik. 

Rivalitas memperebutkan kursi gubernur DKI telah 

menyeret publik ke isu SARA.  

Ahok ditonjolkan sebagai pejabat yang kooperatif 

dan gentleman. Ia datang ke kepolisian untuk 

klarifikasi dan meminta maaf bila ucapannya saat 

berbicara kepada warga di Kepulauan Seribu terkait 

surat Al-Maidah: 51 dianggap melukai umat Islam. 

Ahok juga telah memenuhi panggilan kepolisian untuk 

pemeriksaan (Harian Suara Pembaruan, 2016a). 

Aksi diidentifikasi sebagai sumber masalah yang 

menyebabkan kekhawatiran warga, aksi demonstrasi 

yang digelar berujung rusuh (Harian Suara Pembaruan, 

2016a). Pada tajuk yang lain dinyatakan, “…aksi 

ditunggangi kepentingan tertentu” (Harian Suara 

Pembaruan, 2016f). Bahkan SP menduga ada upaya 

melengserkan presiden. Aksi yang awalnya 

menyuarakan tuntutan proses hukum terhadap kasus 

dugaan penistaan agama diduga telah ditunggangi 

kelompok yang ingin melengserkan presiden (Harian 

Suara Pembaruan, 2016d).  

Aksi sebagai tunggangan politik lawan Ahok 

dinyatakan kembali pada berita tajuk berjudul 

“Kontestasi Pilgub Tanpa Isu SARA”. Tajuk tersebut 

menyatakan:  

“Kasus dugaan penistaan agama sudah ditunggangi 

oleh kepentingan para aktor politik, baik yang 

hendak memenangi pemilihan gubernur maupun 

yang hendak melakukan makar untuk mengganti 

Undang-Undang Dasar dan Pancasila sebagai dasar 

negara” (Harian Suara Pembaruan, 2016e). 

Menurut SP, aksi disebabkan permainan para aktor 

atau elit politik yang haus kekuasaan dan menghalalkan 

segala cara. Mereka melakukan politisasi dan 

menunggangi unjuk rasa menuntut proses hukum 

terhadap Ahok (Harian Suara Pembaruan, 2016c). 

Tingkat popularitas dan elektabilitas Ahok yang tak 

tertandingi mendorong lawan-lawannya untuk 

menjegalnya. Mereka yang bersaing untuk 

memperebutkan kursi gubernur DKI menyeret publik 

ke isu SARA (Harian Suara Pembaruan, 2016b). 

Argumen evaluasi moral SP bertitik tolak dari 

argumen penghormatan konstitusi, persatuan & 

kesatuan bangsa, pluralitas atau kebhinekaan. Menurut 

SP dalam tajuknya menyatakan: 

“Penggunaan hukum yang berlaku dianggap 

sebagai penyelesaian paling tepat bila semua pihak 

yang berkepentingan dalam kasus ini menyadari 

bahwa mereka menginjak bumi pertiwi, Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (Harian Suara 

Pembaruan, 2016b). 

Legitimasi moral SP adalah persatuan dan kesatuan 

bangsa di tengah keberagaman adalah modal utama 

bangsa ini maju. Kebhinekaan adalah kekuatan. 

Perbedaan SARA merupakan realitas yang harus 

didayagunakan untuk memajukan negara dan bangsa 

(Harian Suara Pembaruan, 2016c). Untuk mendapatkan 

pemimpin yang baik di negara ini, SP mengajak untuk 

tunduk pada konstitusi, undang-undang, dan peraturan 

tentang pemilihan umum, serta produk terkait lainnya. 

Konstitusi menegaskan, setiap warga negara memiliki 

kesempatan yang sama untuk jabatan publik (Harian 

Suara Pembaruan, 2016e). 

SP merekomendasikan tokoh masyarakat, ulama, 

dan tokoh agama agar memberikan nasihat-nasihat 

yang menyejukkan dan penuh kedamaian kepada umat 

untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Setiap 

warga memang memiliki hak untuk menyampaikan 

pendapat, termasuk dalam bentuk unjuk rasa tetapi itu 

harus dilakukan dengan cara demokratis dan tidak 

melanggar hukum, jangan sampai berujung anarki serta 

memecah belah persatuan dan kesatuan (Harian Suara 

Pembaruan, 2016a). 

Para elit politik, tokoh masyarakat, ulama, dan 

tokoh agama diharapkan terus mendorong warga agar 

menyerahkan kasus Ahok sepenuhnya kepada proses 

hukum. Polisi juga diharapkan memproses hukum 

semua pihak yang menghasut rakyat dengan 

menggunakan isu SARA untuk kepentingan politik. 

Para elit bangsa juga wajib menjaga diri agar tidak 

memanfaatkan kelompok-kelompok yang ingin 

memecah belah bangsa dengan isu SARA (Harian 

Suara Pembaruan, 2016c). 

Isu SARA hendaknya tidak dijadikan senjata para 

kontestan untuk mengalahkan lawannya. Ini membuat 

kontestasi politik menjadi tidak adil dan memicu 

disintegrasi bangsa (Harian Suara Pembaruan, 2016e). 

Edukasi hukum tanpa sentimen SARA perlu 

ditanamkan kepada seluruh elemen bangsa, terutama 

oleh para elit, penegak hukum, dan pemuka agama, jika 
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mengaku sebagai bangsa berdasarkan Pancasila dan 

UUD 45 (Harian Media Indonesia, 2016d). 

Media Indonesia (MI): Aksi Adalah Bara dalam 

Pilkada 
MI mengangap aksi sebagai masalah yang 

menghadirkan ketakutan bagi masyarakat (Harian 

Media Indonesia, 2016a) dan membuat mereka 

waspada. Ia menekankan frame ini dengan 

memetaforakan aksi dengan kata ”bara” yang ada di 

tengah perhelatan pilkada DKI Jakarta” (Harian Media 

Indonesia, 2016b). 

MI nampaknya sangat paham bahwa aksi 

merupakan hal yang lazim dalam sistem demokrasi. Ia 

tidak mendelegitimasi aksi tersebut, tapi 

mengasosiasikannya dengan aksi lain yang banyak 

mengalami kegagalan dan tidak sedikit berujung 

kekacauan (Harian Media Indonesia, 2016c). MI 

menyatakan: 

“Sedamai, setertib, dan sekondusif apa pun, 

demonstrasi tetap mengganggu masyarakat (Harian 

Media Indonesia, 2016d).  

MI menyangsikan bahwa di antara massa itu ada 

kelompok tertentu yang punya tujuan berbeda (Harian 

Media Indonesia, 2016f). MI mengatakan, Ahok sudah 

diproses secara hukum. Kehendak para pengunjuk rasa 

sudah tercapai (Harian Media Indonesia, 2016c). 

Tersirat, MI ingin menyampaikan pesan bahwa aksi 

tidak ada gunanya kecuali mengganggu ketertiban. MI 

mendiagnosis aksi sebagai sesuatu yang tidak perlu 

ada. Sebaliknya, demonstrasi damai justru telah 

ditunggangi aktor-aktor politik (Harian Media 

Indonesia, 2016e). 

Argumen MI untuk mendukung frame tadi adalah 

dengan berasumsi bahwa masyarakat menginginkan 

demokrasi yang sejuk, mendinginkan suasana, jauh 

dari niat memecah belah, dan tetap menjaga esensi 

nasionalisme, dan kebangsaan di bumi Indonesia 

(Harian Media Indonesia, 2016a). Alasan yang 

diajukan oleh MI tersebut sebenarnya tidak bicara 

langsung tentang aksi. Alasan tersebut merupakan 

sesuatu yang pasti diinginkan oleh seluruh lapisan 

masyarakat. MI mengatakan: 

“walaupun mendapat jaminan undang-undang, 

unjuk rasa semestinya menghargai hak orang lain 

untuk menikmati ketertiban dan ketenteraman. 

Setertib apa pun, demonstrasi tetap memunculkan 

efek samping, paling tidak mengganggu publik 

karena digelar di ruang milik publik” (Harian Media 

Indonesia, 2016f).  

 

Tabel 1 Perbandingan Frame Surat Kabar Nasional dalam kasus "Aksi Bela Islam" 

 

MI menonjolkan argumentasi pada aspek 

kepentingan publik (public interest), yaitu ketertiban 

sosial. MI memberi rekomendasi untuk memercayakan 

penanganan dugaan penistaan agama kepada 

kepolisian (Harian Media Indonesia, 2016b), dan 

mengawal penanganan kasus itu agar berjalan di rel 

yang benar. Kasus Ahok ialah perkara hukum yang 

mutlak diselesaikan semata di jalur hukum. Hanya di 

 Kompas Republika Suara 

Pembaruan 

Media Indonesia 

Problem Identification 
masalah politik masalah hukum masalah politik masalah politik 

Causal Interpretation 

 

Aksi akibat dari video 

hasil editan.  

Aksi upaya 

memperoleh keadilan 

karena agama dinista 

Aksi upaya jegal 

elektabilitas lawan 

(Ahok). 

Aksi merupakan 

gangguan Pilkada 

dan masyarakat 

Moral Evaluation 

Aksi tidak perlu 

karena pemerintah 

sudah akomodatif 

terhadap pengunjuk 

rasa 

Aksi adalah HAM, 

konstitusional;  

Aksi ditunggangi 

aktor politik; 

Pemerintah sudah 

akomodatif thd 

demonstran. 

Aksi mengganggu 

hak orang lain 

mendapat 

ketertiban; 

Kehendak para 

pengunjuk rasa 

sudah tercapai 

Treatment 

Recommendation 

Elite politik dan 

agama harus 

mengutamakan 

kepentingan bangsa; 

Solusi dgn jalur 

hukum 

Aparat harus 

profesional dlm 

kasus penistaan 

agama; penyelesaian 

melalui hukum; 

Penguasa diminta 

aspiratif thd orang yg 

membela agamanya.  

Masalah Ahok 

diselesaikan 

melalui hukum.  

 

Penyelesaian 

melalui hukum. 
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tangan penegak hukum yang independen dan 

profesional bisa dipastikan bahwa Ahok tak dilindungi 

atau sebaliknya, tak dizalimi oleh siapa pun (Harian 

Media Indonesia, 2016d). Hukum harus ditempatkan 

sebagai panglima (Harian Media Indonesia, 2016e). 

Perbandingan Frame Surat Kabar Nasional dalam 

kasus "Aksi Bela Islam" dapat dillihat pada Tabel 1. 

Di Balik Kontestasi Frame 

Perbedaan frame media di atas dihasilkan dari 

konteks produksi narasi berita yang dipengaruhi oleh 

ideologi institusi media. Kontestasi MI terjadi karena 

perbedaan struktur ekonomi politik media sehingga 

perspektif ekonomi politik media menjadi relevan 

sebagai pisau analisis. Perspektif ini menekankan pada 

efek ideologi media pada kepentingan yang berkuasa 

(McQuail, 2010). Penguasa di media adalah pemilik 

media itu sendiri. Kontestasi frame media 

mencerminkan kepentingan pemilik media (politik 

maupun ekonomi). 

Ini jelas terlihat pada perbedaan frame antara 

Republika dan SP. Perbedaan tersebut menunjukkan 

apa yang disajikan media adalah kaleidoskop realitas 

yang dikonstruksi oleh struktur atau agen dalam 

institusi media, antara lain media moghul. Perbedaan 

frame SP dan Republika dapat dipahami dengan 

melihat media moghul-nya dan struktur institusi 

medianya. 

SP adalah perusahaan media yang termasuk Grup 

Lippo yang memiliki juga Jakarta Globe, Investor 

Daily, The Straits Times, Majalah Investor, Globe 

Asia, The Peak, Campus Asia, Student Globe, Kemang 

Buzz, Campus Life, Beritasatu TV, First media, dan 

beritasatu.com. Perusahaan lainnya adalah: Siloam 

Hospital, Lippo Karawaci, Matahari Putra Prima 

(Matahari Dept. Store, Hypermart, dan lain-lain), 

Universitas Pelita Harapan (UPH), dan Bank National 

Nobu (Lim, 2011, 2012; Nugroho, Yanuar., 2012; 

Sudibyo, Agus., Patria, 2013). 

Pemimpin grup ini adalah James Tjahaja Riyady 

atau Li Bái, konglomerat besar di Indonesia, etnis 

Tionghoa, beragama Kristen (Suryadinata, 1995). 

Perannya di Grup Lippo antara lain mendirikan 

Yayasan Pendidikan Pelita Harapan, Universitas Pelita 

Harapan (UPH). Kepada Majalah Fortune, ia 

menceritakan bahwa ia pernah berhenti dari jaringan 

bisnis selama sekurang-kurangnya dua tahun untuk 

belajar divinity atau teologi Kristen. Ia meluncurkan 

Christian Network in Indonesia untuk meningkatkan 

spiritualitas dan moral negara Indonesia (Behar, 2001). 

Konteks ini penting untuk mendapatkan 

pemahaman mengapa harian SP berpihak kepada 

Ahok. Antara Basuki Tjahaja Purnama dan dan James 

Tjahaja Riady memiliki kesamaan dari sisi etnis 

(Tionghoa), agama (Kristen). Dalam teori homophily, 

jaringan sosial tercipta karena adanya kesamaan, 

seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, prestise, kelas 

sosial, kepemilikan, dan kependudukan dan lain-lain. 

(lihat Monge, Peter R., Contractor, 2003). 

Ahok dan etnis China juga memiliki kepentingan 

bersama (mutual-interest) pada proyek reklamasi teluk 

Jakarta yang dikembangkan oleh Grup Agung 

Podomoro. Target pasar kawasan reklamasi ini adalah 

etnis China. Iklan perumahan tersebut disiarkan di 

China. Jadi, dukungan SP lebih berorientasi kepada 

kepentingan ekonomi dan ideologi pemilik media. 

Sementara itu, Republika adalah koran nasional 

yang dilahirkan oleh kelompok Muslim, Ikatan 

Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Berbagai 

aktor pemerintah dan aktivis masyarakat menyatu di 

ICMI. Ketuanya umum ketika itu B.J. Habibie. 

Republika dipandang sebagai pers yang mempunyai 

kecenderungan terhadap “politik aliran” (aspirasi umat 

Islam). Visi Republika adalah “Modern, Moderat, 

Muslim, Kebangsaan, dan Kerakyatan”. Sedangkan 

misi Republika adalah sebagai koran masyarakat baru 

yang maju, cerdas, dan beradab (Mubarok, 2006). 

Eratnya hubungan Republika dan ICMI 

memberikan konteks dalam memahami Republika. 

ICMI dulu bukanlah perkumpulan cendikiawan 

Muslim melainkan sebagai perhimpunan kekuatan 

politik Islam yang pada masa 70-an dan 90-an banyak 

dipinggirkan. Saat itu, ICMI memprakarsai pendirian 

(1) Islamic centre; (2) Central Studies For Indonesian 

Strategies; dan (3) Republika sebagai pengimbang pers 

non-Islam (Hamad, 2004).  

Saat ini, saham Republika dipegang oleh Erick 

Tohir dan Adi Sasono (pengurus ICMI). Koran ini 

terbit di bawah bendera perusahaan PT Abdi Bangsa. 

Seiring dengan surutnya kiprah politik ICMI selaku 

pemegang saham mayoritas PT Abdi Bangsa, pada 

akhir 2000, mayoritas saham koran ini dimiliki oleh 

kelompok Mahaka Media. Di bawah bendera Mahaka 

Media, kelompok ini juga menerbitkan Majalah Golf 

Digest Indonesia, Majalah Parents Indonesia, stasiun 

radio Jak FM, Gen FM, Delta FM, FeMale Radio, 

Prambors, Jak TV, dan Alif TV (Lim, 2011, 2012; 

Sudibyo, Agus., Patria, 2013). Jadi, dapat dipahami 

mengapa frame Republika memiliki keberpihakan 

terhadap aspirasi umat Islam seperti aksi bela Islam. 
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Adapun pemberitaan Kompas tentang aksi 

menunjukkan usaha Kompas untuk terlihat netral. Ia 

menekankan pihak ketiga yang berperan sebagai 

pemicu konflik, yang memanipulasi rekaman video 

pidato Ahok di Kepulauan Seribu. Pihak ketiga itu 

melakukan perubahan (editting) video Ahok. Kompas 

menyayangkan juga kericuhan. Sikap dan model 

pemberitaan Kompas ini dimetaforakan seperti 

“kepiting”.  

Tokoh pers senior, Rosihan Anwar, memandang 

model pemberitaan Kompas sebagai jurnalisme 

kepiting: mencoba melangkah setapak demi setapak 

untuk mengetes seberapa jauh kekuasaan memberikan 

toleransi kebebasan pers yang ada. Jika aman, kaki 

kepiting bisa maju beberapa langkah. Jika kondisi tak 

memungkinkan, kaki kepiting bisa mundur beberapa 

langkah (Oetama, 2001). 

Model kepiting Kompas ini terlihat dalam kasus 

pemberitaan aksi bela Islam. Kompas mendiagnosa 

penyebab aksi adalah pihak yang memanipulasi video 

rekaman pidato Ahok, yaitu Buni Yani. 

Konsekuensinya akan berbeda jika Kompas 

mengidentifikasi penyebab masalah adalah Ahok 

seperti sikap Republika, atau SP dan MI yang melihat 

aksi bela Islam sebagai sumber masalah.  

Frame Kompas menghadapi salah satu dari dua 

kubu kekuatan politik yang tengah berkontestasi: 

(Ahok) atau umat Islam. Karena menetapkan pihak 

ketiga Kompas berada pada zona yang aman karena 

orang tersebut tidak memiliki kekuatan atau kapital 

politik yang berarti. 

MI adalah harian yang dimiliki oleh media group di 

bawah Surya Paloh. Kelompok usaha media ini 

memiliki harian MI, Lampung Post, Borneonews, 

tabloid Prioritas. Media ini juga bergerak di industri 

televisi (Metro TV) (Lim, 2012; Sudibyo, Agus., 

Patria, 2013). Surya Paloh aktif di dunia politik. Ia 

pernah menjadi Ketua Dewan Penasihat partai 

Golongan Karya, pendiri organisasi massa bernama 

Nasional Demokrat, ketua dewan pembina organisasi 

masyarakat Nasional Demokrat yang menjadi partai 

politik. 

Partai Nasional Demokrat bersama Partai Hati 

Nurani, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan 

Partai Golongan Karya, mengusung pasangan calon 

gubernur dan wakil gubernur Basuki Tjahaja Purnama-

Djarot Saiful Hidayat alias Ahok-Djarot, nomor urut 2 

pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017. Ahok-

Djarot berkompetisi dengan pasangan Agus Harimurti 

Yudhoyono-Sylviana Murni (nomor urut 1, didukung 

Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, 

Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanah 

Nasional) dan pasangan Anies Baswedan-Sandiago 

Uno (nomor urut 3, didukung partai Gerakan Indonesia 

Raya, Partai Keadilan Sejahtera (Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi DKI Jakarta, 2017). Jadi, dukungan MI 

lebih berorientasi kepada kepentingan politik pemilik 

media karena partai politik pemilik media (Nasional 

Demokrat) tergabung dalam koalisi mendukung 

pasangan Ahok-Djarot dalam pilkada DKI Jakarta 

2017. 

Kontestasi frame media menunjukkan peran 

konteks media moghul, media bukan melihat terus 

menyimpulkan dan menulis, tetapi lebih sering terjadi 

adalah menyimpulkan atau sudah memiliki 

kecenderungan tertentu, kemudian melihat fakta 

lapangan dan menginterpretasikannya sesuai dengan 

skemata interpretasi media. Lipmann (1992) 

mengatakan, media bersifat subjektif, memilih fakta 

apa yang ingin dipilih dan membuang apa yang ingin 

dibuang. 

Subjektivitas tercipta karena media sebagai 

instrumen ideologi pemilik media yang berimplikasi 

kepada pemaknaan masalah aksi. Media bukan ranah 

yang netral yang memperlakukan berbagai kepentingan 

dan pemaknaan secara seimbang. Media justru bisa 

menjadi subjek yang mengonstruksi realitas. Media 

tidak bekerja dalam ruang hampa. Berita diproduksi 

dari ideologi dominan dalam suatu wilayah media.  

Realitas di media mengandung interpretasi pemilik 

media (Kieran, 1997). Kasus ini adalah salah satu dari 

banyak kasus yang menunjukkan, media mentransmisi 

pesan tapi mengkostruksi realitas. Faktor yang 

berperan dalam konstruksi frame media adalah konteks 

sosial politik komunikator seperti afiliasi politik dan 

kepentingan ekonomi. 

Persamaan keempat media tersebut adalah sama-

sama mengusulkan penyelesaian melalui jalur hukum 

dengan penekanan yang berbeda. SP menekankan pula 

penyelesaian melalui jalur hukum untuk mereka (aktor 

politik) yang menggunakan isu SARA untuk 

kepentingan politik. SP merepresentasikan Ahok 

sebagai orang yang taat dan mendukung penegakan 

hukum. Republika menekankan penegakan hukum atas 

penista agama. Kompas menekankan kepada pihak 

yang memanipulasi video rekaman pidato Ahok. MI 

menekankan hukum yang semestinya menjadi 

panglima. 

Keempat media memiliki kesamaan usulan untuk 

menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum. 
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Kesamaan usulan tersebut dapat terjadi karena 

penegakan hukum merupakan kepentingan bangsa 

Indonesia sebagai negara demokrasi. Bahkan 

penegakan hukum merupakan esensi demokrasi atau 

demokrasi substansialis, demokrasi normatif-

maksimalis (Meyer, 2002; Suyatno, 2004). Tidak ada 

perbedaan pendapat tentang pengedepanan jalur 

hukum karena ini adalah cara yang menjadi konsensus 

bersama dan keinginan bersama (social desirability). 

Frame media yang terpengaruh oleh kepentingan 

fragmatis-politis pemilik media berimplikasi pada 

hilangnya kepentingan publik. Seharusnya, media 

mengedepankan aspek yang mendasar dari bangsa ini. 

Media berperan sebagai entitas yang mengajarkan dan 

meningkatkan pluralitas atau kebhinekaan. Pluralitas 

pada aspek agama dan budaya menjadi realitas sosial. 

Konsekuensi logisnya, komponen yang ada di 

masyarakat perlu mengembangkan sikap toleransi, 

mengasah sensitifitas kultural untuk mengantisipasi 

timbulnya konflik terbuka. 

Namun, pemilik media mengontrol media dan 

menjadikannya sebagai instrumen politik praktis dalam 

pemilihan kepala daerah. Kontestasi frame 

mencerminkan kontestasi dan rivalitas dalam politik. 

Di saat yang sama, kepentingan publik menjadi 

terabaikan. Karakteristik seperti ini, bukanlah hal yang 

baru.  

Kajian literatur yang dilakukan Mathhes 

menunjukkan, banyak orang yang menyayangkan 

dampak negatif dominasi media dalam urusan 

komunikasi politik yang dikenal dengan mediatization, 

aktor politik membuat frame agak mendapat liputan 

media yang kemudian memunculkan wacana yang 

didominasi oleh konflik yang disukai media, 

personalisasi, dan dramatisasi (Herman, Edward S., 

2010; Matthes, 2012).  

Kondisi media di Indonesia lebih dari sekedar 

mediatisasi politik, tapi media menjadi instrumen 

politik. Ada interplay antara teks media dengan 

struktur lembaga media karena media itu tidak bisa 

dilepaskan dari konteks budaya dan masyarakat secara 

umum. Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa 

dalam konteks politik, ketika media moghul menjadi 

pengurus partai politik dan ikut dalam kontestasi 

politik, media menunjukkan fenomena mediatisasi 

politik dan politisasi media. Media menjadi terintegrasi 

dengan institusi politik. Aktivitas institusi diciptakan 

sebagai hasil interaksi politik. Keduanya saling 

mendukung (Hjarvard, 2008).  

Mediatisasi politik dan politisasi media berjalan 

secara tandem dan simultan (Hepp, Hjarvard, & 

Lundby, 2015). Konfigurasi koalisi partai politik yang 

diketuai oleh orang yang juga menjadi pemilik media 

menentukan frame media khususnya dalam relasi 

media dan realitas politik. 

Dalam masalah agama, media umum pun bersifat 

partisan, melakukan politik pemberitaan atas dasar 

aliran tertentu. Media menjadi sarana pendukung 

kandidat politik tertentu. Isi media mencakup perilaku 

politik dari (1) para pendukung seperti media 

komunikasi publik; (2) jurnalis melalui produk atau 

cerita mereka; (3) perilaku para pemilih dalam 

menentukan politik (lihat D’Angelo, 2012).  

Dalam konteks strategi politik, media membantu 

dalam aspek “bagaimana” mendapatkan kekuasaan. 

Caranya adalah dengan melakukan politisasi media. 

Frame media seperti slant (‘mendukung’, ‘kritis’ dan 

‘netral’) dan bias memberikan pandangan mengenai 

bagaimana media memengaruhi distribusi kekuasaan 

(power): siapa mendapatkan apa, kapan, dan 

bagaimana (Entman, 2007). 

KESIMPULAN 

Bingkai media massa dalam realitas aksi bela Islam 

bukan hanya berbeda tapi berkontestasi. Ada dua media 

yang jelas bertentangan, yaitu: Republika dan SP. Ini 

terlihat pada semua elemen frame. Terkait dengan 

problem identification, Republika menilai aksi adalah 

respon atau reaksi untuk memperoleh keadilan karena 

penistaan agama dan membela agamanya. Masalah 

dipahami sebagai masalah hukum murni, yaitu 

penistaan agama. Sementara itu, SP melihat aksi 

sebagai masalah politik. Aksi ditunggangi oleh aktor 

politik dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta yang 

akan dilaksanakan pada 2017.  

Dari sisi causal interpretation, Republika melihat 

aksi disebabkan penistaan agama yang dilakukan oleh 

Ahok. SP melihat aksi sebagai permainan aktor politik 

untuk memenangkan pemilihan kepala daerah DKI 

Jakarta yang menggunakan isu agama. Aktor dan elit 

politik berusaha ingin menjegal popularitas dan 

elektabilitas Ahok. Aksi ditunggangi juga oleh politisi 

dan kelompok radikal, dan orang-orang yang haus 

kekuasaan. Republika berargumen aksi terjadi sebagai 

upaya untuk memperoleh hak asasi manusia 

(kebebasan melaksanakan agama). 

Republika membingkai peran pemerintah 

(kepolisian) dengan menonjolkan lambatnya 
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penanganan dan penyelesaian masalah ini. Sebaliknya, 

SP menonjolkan sikap pemerintah yang akomodatif 

terhadap aspirasi dan tuntutan pengunjuk rasa. Semua 

tuntutan aksi dipenuhi oleh pemerintah. 

MI melihat aksi dari konteks politik (pilkada). MI 

membingkai aksi bela Islam sebagai sumber masalah, 

seperti menghadirkan ketakutan dan mengganggu 

masyarakat sedamai, setertib, dan sekondusif apapun 

demonstrasi. 

Sementara itu, Kompas melihat aksi bukan hanya 

sebagai persoalan agama melainkan juga sebagai 

persoalan politik. Kompas lebih menyoroti aksi dari 

proses jalannya aksi yang berujung ricuh. Kompas 

berbeda dengan SP yang melihat aksi dari perspektif 

politik, atau Republika yang melihat hanya dari 

perspektif penistaan agama Islam (masalah hukum). 

Penelitian memberikan satu pemahaman bahwa 

dampak framing media yang mampu menggambarkan 

realitas dan menonjolkan aspek tertentu dan 

mengesampingkan aspek yang tidak disukai. Khalayak 

perlu meningkatkan literasi agar menerima berita 

secara selektif dan kritis karena media adalah strategi 

untuk mendapatkan kekuasaan. Pesan media menjadi 

sarat muatan kepentingan (vested interest).  

Dalam konteks government public relations, 

framing media ini dapat dimanfaatkan untuk 

menononjolkan, menekankan isu yang berkaitan 

dengan kepentingan publik. Cara para pemimpin 

menggunakan bahasa untuk mem-frame masyarakat, 

situasi, dan peristiwa memberikan konsekuensi penting 

terhadap cara individu memahami dunia dan aksi 

mereka (Fairhurst, 2011). Bahasa (baca: frame) adalah 

struktur-yang-menstruktur (structuring structures), 

modus operandi (Bourdieu, 1991). 

Implikasi sosial penelitian ini adalah pentingnya 

meningkatkan sensitifitas kultural. Kasus ini terjadi 

karena (pertama) pidato gubernur DKI Jakarta yang 

tidak tidak bisa memperkirakan potensi yang akan 

ditimbulkannya. Kedua, pengelola situs resmi 

pemerintah provinsi DKI Jakarta seharusnya selektif 

dan peka terhadap potensi konflik di tambah (ketiga) 

ada pihak yang mengambil keuntungan dari kejadian 

ini dengan menjadikan konflik sebagai ajang 

meningkatkan popularitas, elektabilitas kandidat 

politik di pemilihan gubernur DKI Jakarta. Mereka 

mengesampingkan kepentingan bersama. 

Di Indonesia, isu SARA merupakan isu yang rawan 

menciptakan konflik besar seperti terjadi pada konflik 

Ambon, dsb. Seharusnya, pemimpin atau tokoh 

masyarakat memberikan model yang baik untuk 

menciptakan kerukunan. Kegagalan kepemimpinan 

memperparah konflik agama dan membawa negara 

dalam situasi konflik (Njoku & Hamid, 2014). Jika 

pemimpin yang gagal saja dapat memperparah konflik 

agama, apalagi pemimpin satu wilayah yang menjadi 

penyebab konflik agama. 

Terkait dengan isu SARA, pemerintah 

menempatkan isu tersebut dalam kategori konten 

negatif. Karena konten negatif marak di internet, 

kementerian komunikasi dan informatika membuat 

regulasi tentang konten negatif. Konten tersebut adalah 

privasi, pornografi anak, kekerasan, suku, agama, ras, 

dan antargolongan; dan/atau muatan lainnya yang 

berdampak negatif yang menjadi keresahan masyarakat 

secara luas.  

Tujuan regulasi ini adalah (pertama) memberikan 

dasar bagi Pemerintah dan masyarakat terhadap 

pemahaman situs internet bermuatan negatif dan peran 

bersama dalam penanganannya; dan (kedua) 

melindungi kepentingan umum dari konten internet 

yang berpotensi memberikan dampak negatif dan atau 

merugikan (Menkominfo, 2014). 

Implikasi akademis. Penelitian selanjutnya perlu 

mengkaji bagaimana pembentukan frame. Misalnya, 

mengkaji bagaimana kontribusi jurnalis dalam 

pembentukan frame berita, konteks seperti apakah 

yang berkontribusi terhadap pembentukan frame 

jurnalis terhadap frame media, bagaimana frame atau 

ideologi jurnalis berdialog dalam media yang ada di 

bawah kontrol moghul. 
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